
 

 

 

 

BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 191 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM                                
TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 41 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan 

Kabupaten Garut, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air 
Minum Tirta Intan Kabupaten Garut; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan                 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6   
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia             
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6173);  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air 

Minum; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);  

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perusahaan 
Umum Daerah Air Minum Tirta lntan Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 8); 

9. Peraturan Bupati Garut Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan 
Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan               
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut                   
Tahun 2019 Nomor 18); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN LABA 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN 
KABUPATEN GARUT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah              
Kabupaten Garut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Garut. 
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4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan 
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang 
selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang 
memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan 
memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau 
Dewan Pengawas.  

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.  

6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD 
yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.  

7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang 
bergerak di bidang pelayanan air minum.  

8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yang 
selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Intan adalah Badan Usaha Milik 
Pemerintah Daerah Kabupaten.  

9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta lntan yang bertugas 
melakukan pengawasan, dan memberikan nasihat kepada Direksi Perumda Air 
Minum Tirta Intan dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air 
Minum Tirta lntan.  

10. Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Intan yang bertanggungjawab 
atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta lntan untuk kepentingan dan 
tujuan Perumda Air Minum Tirta lntan. 

11. Dividen adalah pembagian laba Perumda Air Minum Tirta Intan kepada 
Pemerintah Daerah sebagai pemilik. 

12. Tantiem adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada pegawai 
berdasarkan kinerja Perumda Air Minum Tirta lntan 

13. Bonus adalah bayaran tambahan pegawai di atas gaji regular.  

BAB II 

PENGGUNAAN LABA 

Pasal 2 

Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Intan diatur dalam anggaran dasar. 

Pasal 3 

(1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Intan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 digunakan untuk: 

a. pemenuhan dana cadangan; 

b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, 
pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang 
bersangkutan; 

c. dividen yang menjadi hak Daerah; 

d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; 

e. bonus untuk pegawai; dan/atau 

f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan              
perundang-undangan. 
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(2) KPM memprioritaskan penggunaaan laba Perumda Air Minum Tirta Intan 
untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, 
pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Intan yang 

bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi. 

(3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Intan ditetapkan setiap 
tahun oleh KPM. 

Pasal 4 

(1) Besaran Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Intan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk: 

a. pemenuhan dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen). 

b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, 
pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Intan 
sebesar 32% (tiga puluh dua persen); 

c. dividen yang menjadi hak Daerah sebesar 40% (empat puluh persen); 

d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai 
paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk 
dana cadangan; 

e. penggunaan laba lainnya untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan 

sebesar 3% (tiga persen). 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Direksi. 

Pasal 5 

(1) Perumda Air Minum Tirta Intan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba 
bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf a. 

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan 
sampai dengan dana Cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh 
persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Intan. 

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Intan mempunyai saldo laba yang 
positif. 

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal 
Perumda Air Minum Tirta Intan hanya dapat digunakan untuk menutup 

kerugian Perumda Air Minum Tirta Intan. 

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM 
dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan 
untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Intan. 

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut 
memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana Cadangan dimasukkan dalam 
perhitungan laba rugi. 

Pasal 6 

Dividen Perumda Air Minum Tirta Intan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4             
ayat (1) huruf c yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah 
disahkan oleh KPM. 
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Pasal 7 

Pemberian tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)                    
huruf d dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Intan dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya. 

Pasal 8 

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian 
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat 
dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Intan dan dianggap tidak mendapat 
laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

Ditetapkan di Garut 
pada tanggal 12 - 12 - 2023 

BUPATI GARUT, 

t t d 

RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal 12 - 12 -2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

t t d 

NURDIN YANA 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2023 NOMOR 191 

 


